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ABSTRACT

Rolandy Aleksander Caroles, 2023, THE PRESIDENTIAL THRESHOLD
SYSTEM IN THE NOMINATION OF PRESIDENT AND VICE
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REVIEWED
FROM LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL
ELECTIONS. Supervised by: Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. and
Chandra Ch. Wohon, S.H., M. Hum.

The presidential threshold is a rule that regulates the conditions for
carrying out presidential and vice-presidential nomination in Indonesia. Legal
rules related to elections are regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General
Elections. The purpose of this research was to determine the effectiveness of
implementing the Presidential Threshold in the nomination of President and
Vice President in Indonesia and also to determine the steps to justify the
Presidential Threshold in the nomination of President and Vice President of the
Republic of Indonesia in terms of Law Number 7 of 2017 concerning General
Elections. The research method used was normative juridical legal research
which is basically carried out through a literature study which examines written
laws from the perspective of theory, history, philosophy, comparison, etc. The
results of the discussion from the research showed that the fundamentals of the
Presidential Threshold system limit the nomination of President and Vice
President to 20% of seats and 25% of the national vote. Changes to the
Presidential Threshold continued to develop from 2004 to 2019. Starting from
15% of the number of seats and 20% of the vote to 20% of the number of seats
and25% of the vote. The Presidential Threshold is a requirement for someone to
become President and Deputy President. The Presidential Threshold system
cannot be based on vote acquisition because this reflects parliamentary
Presidential Threshold Practice. Fundamentally, the Presidential Threshold
system limits the nomination for President and Vice President to 20% of seats
and 25% of the national vote. The Presidential Threshold system is not only
regulated in the Lex Generalis but also in the Lex Superior, in this case the
constitution.

Keywords: Election, Presidential Threshold, System
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ABSTRAK

Rolandy Aleksander Caroles, 2023, SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD
DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.
Dibimbing oleh : Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. dan Chandra Ch.
Wohon, S.H., M.Hum.

Presidential threshold merupakan suatu kaidah yang mengatur terkait
syarat-syarat dalam pelaksanaan pencalonan presiden serta wakil presiden di
Indonesia. Aturan hukum terkait pemilu diatur dalam Undang-Undang No.7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
efektivitas penerapan Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden di Indonesia serta juga untuk mengetahui langkah justifikasi
Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis
normative yang pada dasarnya dilakukan melalui studi kepustakaan yang
mengkaji hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filsafat, perbandingan,
dan lain-lain. Hasil pembahasan dari penelitian yaitu fundamental sistem
Presidential Threshold membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
dengan jumlah kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. Perubahan
Presidential Threshold terus mengalami perkembangan sejak tahun 2004 sampai
2019. Mulai dari 15% jumlah kursi dan 20% perolehan suara menjadi 20% jumlah
kursi dan 25% jumlah suara. Presidential Threshold adalah syarat seseorang bisa
menjadi Presiden dan Waki | Presiden. Sistem Presidential Threshold tidak dapat
didasarkan pada perolehan suara karena hal tersebut mencerminkan Praktik
Presidential Threshold secara parlementer. Secara fundamental sistem Presidential
Threshold membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah
kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. sistem Presidential Threshold bukan
hanya diatur dalam Lex Generalis melainkan juga dalam Lex Superior, dalam hal
ini adalah konstitusi.

Kata Kunci : Pemilu, Presidential Treshold, Sistem
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